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ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi filantropi syariah yang besar, tetapi
implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi
masyarakat, kesenjangan tata kelola, belum optimalnya transformasi digital,
lemahnya integrasi data, dan terbatasnya inovasi program produktif. Penelitian
ini bertujuan menganalisis implementasi filantropi syariah melalui zakat,
infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam memperkuat kesejahteraan
masyarakat Indonesia serta merumuskan model implementasi yang integratif.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
kepustakaan (/ibrary research). Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku
akademik, laporan resmi lembaga filantropi, dan regulasi, kemudian dianalisis
melalui content analysis dan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan
ZISWAF  berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan,
pemberdayaan usaha mikro, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan,
serta penguatan ketahanan sosial. Kesimpulannya, efektivitas filantropi
syariah diperkuat melalui integrasi tata kelola, transformasi digital, inovasi
program produktif, dan kolaborasi multipihak dalam Model Integratif
Implementasi Filantropi Syariah.

bahwa

ABSTRACT

Indonesia possesses substantial potential for Islamic philanthropy, yet its
implementation still faces challenges, including low public literacy,
governance disparities, suboptimal digital transformation, weak data
integration, and limited innovation in productive programs. This study aims
to analyze the implementation of Islamic philanthropy through zakat, infaq,
sadagah, and waqf (ZISWAF) in strengthening community welfare in
Indonesia and to formulate an integrative implementation model. The study
employs a qualitative approach using a library research method. Data were
obtained from scholarly articles, academic books, official reports from
philanthropic institutions, and relevant regulations, and were analyzed using
content analysis and thematic analysis. The findings indicate that ZISWAF
contributes to poverty alleviation, microenterprise empowerment, improved
access to education and healthcare, and strengthened social resilience. In
conclusion, the effectiveness of Islamic philanthropy can be strengthened
through the integration of governance, digital transformation, productive
program innovation, and multi-stakeholder collaboration within an
Integrative Model of Islamic Philanthropy Implementation.
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1. Pendahuluan

Filantropi syariah merupakan instrumen utama
dalam keuangan sosial Islam yang berfungsi sebagai
mekanisme redistribusi kekayaan melalui zakat,
infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk
mendukung pengentasan kemiskinan, pemerataan
pendapatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nabh,
implementasi filantropi syariah, berlandaskan
magqashid syariah, tidak hanya berorientasi pada
bantuan konsumtif. Pun juga berorientasi pada
penciptaan kesejahteraan yang berkelanjutan melalui
penguatan kapasitas ekonomi dan keadilan sosial
(BWI & DEKS BI, 2024; Faizah et al., 2025; Fauzi
et al., 2026; Puskas BAZNAS, 2024; Sahri &
Paramita, 2020; Sakinah et al., 2022)).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran
masyarakat Indonesia, potensi filantropi syariah
meningkat pesat. Hal ini bisa dilihat dari semakin
berkembangnya lembaga pengelola ZISWAF, dan
pemanfaatan teknologi digital. Namun, realisasi
penghimpunan dan pemanfaatan dana ZISWAF
masih belum optimal karena adanya kesenjangan
antara potensi dan implementasinya. Sehingga
penguatan tata kelola dan efektivitas pendayagunaan
dana ZISWAF menjadi kebutuhan mendesak
(Entaresmen et al., 2026; Resky et al., 2025; Ridho
et al., 2025; Sahri & Paramita, 2020).

Memang harus diakui bahwa implementasi
filantropi syariah masih menghadapi berbagai
kendala, sebut saja diantaranya ; rendahnya literasi
masyarakat, belum meratanya kapasitas amil dan
nazir, lemahnya tata kelola kelembagaan,
keterbatasan inovasi program produktif, serta belum
optimalnya integrasi teknologi digital. Kondisi
tersebut berdampak pada rendahnya -efektivitas
penghimpunan dan distribusi ZISWAF dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hartono &
Babangida, 2026; Mayasari et al., 2023; Ruhmah et
al., 2026).

Penelitian ~ Sahri dan Paramita (2020)
menunjukkan bahwa ZISWAF mampu
meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat
melalui program produktif yang mendorong
peningkatan pendapatan mustahik. Akan tetapi,
penelitian  tersebut  masih  berfokus  pada
implementasi pemberdayaan ekonomi dan belum
mengkaji keterkaitan tata kelola kelembagaan,
digitalisasi, dan kolaborasi multipihak sebagai faktor
yang menentukan keberhasilan filantropi syariah
(Sahri & Paramita, 2020).

Penelitian Ridho et al. (2025) menemukan
bahwa digitalisasi melalui fintech, mobile banking,
crowdfunding, dan media sosial meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan filantropi syariah. Meski begitu,
penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek
transformasi digital dan belum mengintegrasikan
dimensi tata kelola, inovasi program produktif, serta
dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat
secara menyeluruh (Ridho et al., 2025).

Penelitian Faizah et al. (2025) menegaskan
bahwa filantropi syariah berperan sebagai instrumen
kebijakan fiskal dalam memperkuat stabilitas
ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui
redistribusi pendapatan. Namun, kajian tersebut
belum menawarkan model implementasi yang
menghubungkan tata kelola, transformasi digital,
inovasi pemberdayaan, dan kolaborasi
antarpemangku kepentingan dalam satu kerangka
analisis yang terpadu (Faizah et al., 2025).

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terlihat
bahwa kajian filantropi syariah masih cenderung
parsial. Sebagian penelitian hanya berfokus pada
zakat, wakaf, digitalisasi, atau tata kelola secara
terpisah. Sehingga hubungan antar dimensi yang
memengaruhi efektivitas implementasi filantropi
syariah terhadap kesejahteraan masyarakat belum
dianalisis secara komprehensif (Faizah et al., 2025;
Hartono & Babangida, 2026; Resky et al., 2025).

Sebab itu, penelitian ini menawarkan kebaruan
berupa model implementasi filantropi syariah yang
mengintegrasikan  tata  kelola  kelembagaan,
transformasi digital, inovasi program pemberdayaan
produktif, dan kolaborasi multipihak dalam satu
kerangka konseptual. Integrasi tersebut diharapkan
mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan
ZISWAF sekaligus memperkuat kontribusinya
terhadap kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan berkelanjutan (Hartono & Babangida,
2026; Ridho et al., 2025; Ruhmah et al., 2026).

Atas dasar beragam alasan diatas, maka
penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi
filantropi syariah dalam memperkuat kesejahteraan
masyarakat Indonesia melalui optimalisasi tata
kelola, transformasi digital, inovasi program
produktif, dan kolaborasi multi pihak. Penelitian ini
juga merumuskan model implementasi filantropi
syariah yang diharapkan dapat memperkaya
pengembangan keuangan sosial syariah sekaligus
menjadi rekomendasi bagi penguatan kebijakan dan
kelembagaan filantropi di Indonesia

2. Tinjauan Literatur

Filantropi syariah merupakan bagian integral
dari sistem keuangan sosial syariah yang
mengombinasikan dimensi spiritual, sosial, dan
ekonomi dalam  mewujudkan  kesejahteraan
masyarakat. Instrumen utama filantropi syariah ini
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meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF)
yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi
kekayaan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan
ekonomi kelompok rentan. Filantropi syariah ini
berbeda dengan filantropi konvensional yang lebih
berorientasi pada aktivitas amal sukarela. Filantropi
syariah memiliki landasan normatif yang bersumber
dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma, dan ijtihad sehingga
pengelolaannya tidak hanya ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan konsumtif, pun juga ditujukan
untuk menghasilkan kemaslahatan (maslahah) yang
berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam,
ZISWAF merupakan instrumen pembangunan yang
mendukung pemerataan pendapatan, pengurangan
kemiskinan, peningkatan produktivitas masyarakat,
serta stabilitas ekonomi nasional (Fauzi et al., 2026;
Ridho et al., 2025).

Nah, konsep filantropi syariah ini berakar pada
teori magqasid al-syari'ah yang dikembangkan oleh
Imam al-Syatibi. Teori ini menegaskan bahwa
seluruh aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk
mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan
terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal
(hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz
al-mal). Tak heran, pengelolaan zakat, infak,
sedekah, dan wakaf ini, tidak hanya diukur dari
besarnya dana yang berhasil dihimpun, pun juga
diukur dari dampaknya terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat, penguatan kapasitas
ekonomi, serta terciptanya keadilan sosial.
Pendekatan ini menempatkan filantropi syariah
sebagai instrumen pembangunan manusia (human
development) yang sejalan dengan tujuan
pembangunan berkelanjutan (Sustainable
Development Goals) (Dusuki & Abdullah, 2024;
Paryadi, 2021).

Dalam perkembangannya hingga saat ini,
paradigma filantropi syariah telah mengalami
transformasi dari pendekatan karitatif menuju
pendekatan  produktif  (productive  Islamic
philanthropy). Dana zakat dan wakaf tidak lagi
hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif,
pun juga dimanfaatkan sebagai modal usaha,
pembiayaan UMKM, pengembangan pertanian,
pendidikan,  layanan  kesehatan,  pelatihan
keterampilan, hingga investasi sosial yang
menghasilkan manfaat jangka panjang. Pergeseran
paradigma ini menunjukkan bahwa filantropi syariah
memiliki fungsi sebagai instrumen pembangunan
ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah
(value creation) bagi masyarakat. Penelitian-
penelitian mutakhir menunjukkan bahwa model
filantropi produktif memberikan dampak yang lebih
signifikan  terhadap peningkatan pendapatan,
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penciptaan lapangan kerja, dan kemandirian
ekonomi mustahik dibandingkan model distribusi
konsumtif semata (Fauzi et al., 2026; Indrastomo et
al., 2023; Ridho et al., 2025; Sahri & Paramita,
2020).

Beragam penelitian terdahulu memperlihatkan
adanya konsensus bahwa efektivitas filantropi
syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola
kelembagaan. Penerapan prinsip transparansi,
akuntabilitas, profesionalisme, independensi, dan
kepatuhan  syariah  mampu  meningkatkan
kepercayaan publik sehingga berdampak positif
terhadap penghimpunan dan pendayagunaan dana
ZISWAF. Sebaliknya, lemahnya tata kelola
menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat,
kurang optimalnya distribusi dana, serta terbatasnya
keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi.
Dengan demikian, tata kelola yang baik (good
governance) merupakan prasyarat utama bagi
penguatan  peran filantropi syariah  dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat (BWI &
DEKS BI, 2024; Mintarsih, 2025; Mohd Hanefah et
al., 2020; Saba et al., 2019; Sahri & Paramita, 2020).
Teori Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi
Islam

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam
memiliki cakupan yang lebih luas bila dibanding
dengan  pendekatan  ekonomi  konvensional.
Kesejahteraan (falah) tidak hanya diukur melalui
peningkatan pendapatan, pun juga mencakup
terpenuhinya kebutuhan spiritual, sosial, moral, dan
ekonomi secara seimbang. Menurut Chapra (2021),
pembangunan ekonomi Islam harus menghasilkan
pemerataan pendapatan, keadilan sosial, stabilitas
ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup
masyarakat. Dalam kerangka tersebut, filantropi
syariah menjadi instrumen strategis untuk
memperkuat kesejahteraan melalui redistribusi
kekayaan, pemberdayaan kelompok rentan,
peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan,
dan pengembangan usaha produktif. Oleh karena itu,
keberhasilan implementasi filantropi syariah ini
tidak hanya diukur dari besarnya dana yang
dihimpun, pun juga diukur dari dampak nyatanya
terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat
(Ghalib et al., 2026; Orientasi & Al, 20.

Good Governance dalam Filantropi Syariah

Teori good governance menjelaskan bahwa
efektivitas suatu organisasi dipengaruhi oleh
penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi, partisipasi, efektivitas,
efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam
konteks filantropi syariah, prinsip-prinsip tersebut
menjadi fondasi utama dalam membangun
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kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola
zakat dan wakaf. Tata kelola yang baik mendorong
peningkatan penghimpunan dana, memperkuat
efektivitas  distribusi, = meminimalkan  risiko
penyalahgunaan  dana, serta  meningkatkan
keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.
Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa
lembaga filantropi yang menerapkan tata kelola
secara profesional memiliki tingkat kepercayaan
publik dan kinerja organisasi yang lebih tinggi
dibanding lembaga yang belum menerapkan prinsip
good governance secara optimal (Maharudin, 2025;
Ruhmah et al., 2026; Widanti, 2022).
Stakeholder Theory

Stakeholder theory yang diperkenalkan oleh
Freeman  menjelaskan  bahwa  keberhasilan
organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya
membangun hubungan yang harmonis dengan
seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks
implementasi  filantropi  syariah, pemangku
kepentingan meliputi pemerintah, BAZNAS, LAZ,
Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah,
organisasi masyarakat Islam, akademisi, sektor
swasta, media, serta masyarakat sebagai penerima
manfaat. Sinergi antarpemangku kepentingan ini
memungkinkan terciptanya integrasi data, inovasi
program, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta
penguatan pengawasan dan evaluasi. Itulah
sebabnya, kolaborasi multipihak menjadi salah satu
faktor penting dalam meningkatkan efektivitas
implementasi filantropi syariah dalam rangka
mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan (Freeman et al., 2010; Mahajan et
al., 2023; Mainardes et al., 2011).
Transformasi Digital dan Inovasi Filantropi
Syariah

Transformasi digital telah menjadi salah satu
faktor penting yang mendorong perkembangan
filantropi syariah pada era ekonomi digital saat ini.
Pemanfaatan financial technology (fintech), mobile
banking, artificial intelligence, big data, blockchain,
dan platform crowdfunding meningkatkan efisiensi
penghimpunan dana, mempercepat distribusi
bantuan, memperkuat transparansi, serta
memudahkan monitoring dan evaluasi program.
Selain memperluas akses masyarakat untuk
berpartisipasi dalam kegiatan filantropi, digitalisasi
juga meningkatkan kualitas layanan lembaga
pengelola ZISWAF melalui sistem yang lebih cepat,
akurat, dan akuntabel. Namun demikian,
keberhasilan transformasi digital masih dipengaruhi
oleh kesiapan infrastruktur, literasi digital
masyarakat, keamanan siber, perlindungan data
pribadi, dan kapasitas sumber daya manusia. Karena

itu, digitalisasi harus diintegrasikan dengan
penguatan tata kelola agar mampu menghasilkan
manfaat sosial-ekonomi yang optimal (Hartono &
Babangida, 2026; Ridho et al., 2025; Sahri &
Paramita, 2020).

Secara konseptual, penelitian ini
mengintegrasikan teori magasid al-syari'ah, teori
kesejahteraan Islam (falah), good governance,
stakeholder theory, dan teori transformasi digital
dalam satu kerangka analisis. Integrasi kelima
perspektif tersebut digunakan untuk menjelaskan
bahwa keberhasilan implementasi filantropi syariah
tidak  hanya  bergantung pada  besarnya
penghimpunan dana ZISWAF, pun juga ditentukan
oleh kualitas tata kelola kelembagaan, pemanfaatan
teknologi digital, inovasi program pemberdayaan
produktif, serta sinergi antar pemangku kepentingan.
Kerangka teoritis ini menjadi dasar dalam
menganalisis implementasi  filantropi  syariah
sebagai  instrumen penguatan  kesejahteraan
masyarakat Indonesia.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library
research) untuk menganalisis implementasi
filantropi syariah melalui zakat, infak, sedekah, dan
wakaf (ZISWAF) dalam konteks penguatan
kesejahteraan ~ masyarakat  Indonesia.  Studi
kepustakaan dipilih lantaran tujuan penelitian ini
melakukan sintesis kritis terhadap teori, hasil
penelitian  empiris, regulasi, dan laporan
kelembagaan yang relevan. Pun mengembangkan
model konseptual mengenai hubungan antara tata
kelola, transformasi digital, inovasi program
pemberdayaan produktif, kolaborasi multi pihak,
dan kesejahteraan masyarakat (Creswell & Creswell,
2023 ; Creswell & Poth, 2018; Snyder, 2019).

Data penelitian ini berupa dokumen ilmiah dan
kelembagaan yang relevan dengan filantropi syariah
di Indonesia. Sumber data dikelompokkan menjadi
empat kategori. Pertama, artikel jurnal ilmiah yang
membahas Islamic philanthropy, Islamic social
finance, zakat, wakaf, tata kelola filantropi,
digitalisasi ZISWAF, zakat dan wakaf produktif,
pemberdayaan  ekonomi, dan  kesejahteraan
masyarakat. Artikel ditelusuri melalui basis data
akademik seperti Scopus, Google Scholar, dan lain
lain, dengan menggunakan kombinasi kata kunci
Islamic philanthropy, Islamic social finance, zakat,
waqf, Islamic philanthropy governance, digital
zakat, digital waqf, productive waqf, zakat
empowerment, social welfare, dan Indonesia
(Creswell & Poth, 2018; Snyder, 2019).
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Kedua, buku akademik dan karya teoritis
digunakan untuk membangun landasan konseptual
dan metodologis, terutama mengenai penelitian
kualitatif, studi kepustakaan, analisis isi, analisis
tematik, filantropi Islam, ekonomi Islam, tata kelola,
dan kesejahteraan sosial. Literatur metodologis
seperti Creswell dan Poth (2018), Snyder (2019),
juga Creswell dan Creswell (2023) digunakan untuk
mendukung desain penelitian, proses seleksi sumber,
analisis, dan sintesis literatur. Karya klasik tetap
digunakan apabila memiliki relevansi teoritis
fundamental.

Ketiga, laporan resmi dan dokumen
kelembagaan yang diterbitkan oleh BAZNAS,
Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian
Agama, Bank Indonesia, serta lembaga terkait
digunakan untuk memperoleh informasi mengenai
perkembangan penghimpunan dan penyaluran
ZISWAF, program pemberdayaan, digitalisasi
layanan, kapasitas kelembagaan, dan berbagai
tantangan implementasi. Keempat, regulasi dan
dokumen kebijakan digunakan untuk memahami
kerangka hukum dan kebijakan pengelolaan zakat,
wakaf, Islamic social finance, dan transformasi
digital di Indonesia (Snyder, 2019).

Literatur utama dibatasi pada periode 2016—
2026, sedangkan karya klasik tetap dipertahankan
apabila menjadi landasan teoritis yang relevan.
Pemilihan sumber menggunakan  purposive
sampling berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1)
relevansi langsung dengan fokus penelitian; (2)
kredibilitas sumber; (3) keterbaruan, khususnya
untuk temuan empiris dan kebijakan; dan (4)
ketersediaan informasi yang memadai untuk
dianalisis. Artikel jurnal diprioritaskan apabila telah
melalui peer review, sedangkan laporan dan regulasi
dipilih berdasarkan otoritas lembaga penerbit
(Creswell & Poth, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik
dokumentasi. Setiap sumber yang memenubhi kriteria
seleksi dicatat dalam matriks dokumentasi yang
memuat identitas publikasi, tahun, jenis sumber,
fokus penelitian, metode, konsep utama, temuan,
keterbatasan, pun juga relevansinya dengan
penelitian. Literatur kemudian dikelompokkan
berdasarkan lima tema analitis, yaitu (1) tata kelola
dan akuntabilitas, (2) transformasi digital dan
integrasi data, (3) inovasi program pemberdayaan
ekonomi produktif, (4) kolaborasi multi pihak, dan
(5) kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan referensi dilakukan menggunakan
Mendeley Reference Manager untuk menjaga
ketertelusuran sumber dan konsistensi sitasi
(Creswell & Poth, 2018; Snyder, 2019).
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Data dianalisis menggunakan content analysis
dan thematic analysis melalui tahapan reduksi data,
coding, kategorisasi, identifikasi tema, interpretasi,
dan sintesis. Pada tahap coding, temuan mengenai
transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan
kapasitas lembaga dikelompokkan sebagai tema tata
kelola sebut saja ; penggunaan platform digital,
pembayaran digital, sistem informasi, keamanan
data. Juga integrasi database sebagai transformasi
digital yang meliputi ; bantuan modal, pelatihan,
pendampingan usaha, zakat produktif, dan wakaf
produktif  sebagai  pemberdayaan  produktif.
Sedangkan hubungan antara lembaga filantropi,
pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan
tinggi, dunia usaha, dan komunitas dikategorikan
sebagai kolaborasi multipihak (Creswell & Poth,
2018; Snyder, 2019).

Selanjutnya, kelima tema tersebut dianalisis
keterkaitannya dengan indikator kesejahteraan yang
ditemukan dalam literatur, seperti pengurangan
kemiskinan, peningkatan kapasitas ekonomi dan
pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan,
kemandirian penerima manfaat, serta ketahanan
sosial. Sintesis hubungan antara tema digunakan
sebagai dasar penyusunan Model Integratif
Implementasi Filantropi Syariah.

Karena  penelitian  menggunakan  studi
kepustakaan, maka triangulasi data dilakukan
melalui triangulasi sumber dan perspektif literatur,
bukan triangulasi informan lapangan. Triangulasi
dilakukan dengan membandingkan temuan dari
artikel jurnal, buku akademik, laporan resmi, dan
regulasi mengenai isu yang sama. Prosedur ini
digunakan untuk menguji konsistensi informasi
sekaligus mengidentifikasi perbedaan perspektif
antara sumber (Snyder, 2019).

Triangulasi dilakukan secara konkret pada lima
dimensi penelitian. Pada aspek tata kelola, temuan
jurnal mengenai transparansi, akuntabilitas,
kapasitas ~ kelembagaan,  dan
masyarakat dibandingkan dengan laporan BAZNAS

kepercayaan

atau BWI serta regulasi pengelolaan zakat dan
wakaf. Pada aspek transformasi digital, temuan
penelitian mengenai digitalisasi layanan, literasi
digital, integrasi data, dan keamanan informasi
dibandingkan dengan laporan kelembagaan dan
kebijakan terkait digitalisasi Islamic social finance.

Pada aspek pemberdayaan produktif, temuan
mengenai zakat produktif, wakaf produktif,
pengembangan UMKM, pelatihan, dan
pendampingan dibandingkan dengan laporan
program lembaga filantropi serta penelitian
mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada
aspek kolaborasi multipihak, kajian akademik
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mengenai collaborative governance dibandingkan
dengan dokumen kelembagaan dan kebijakan yang
menunjukkan keterlibatan pemerintah, lembaga
filantropi, lembaga keuangan syariah, perguruan
tinggi, dunia usaha, dan komunitas. Sementara pada
aspek kesejahteraan masyarakat, temuan mengenai
pengurangan kemiskinan, peningkatan pendapatan,
pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial
dibandingkan antara artikel ilmiah, laporan resmi,
dan dokumen kebijakan.

Hasil perbandingan kemudian dikategorikan
menjadi temuan konsisten, temuan bervariasi, dan
temuan yang belum memperoleh dukungan
memadai. Temuan yang konsisten antarjenis sumber
digunakan sebagai dasar utama dalam penyusunan
model, sedangkan temuan yang berbeda dianalisis
berdasarkan  konteks, periode, metode, dan
karakteristik objek penelitian. Temuan yang belum
memiliki dukungan memadai tidak digunakan untuk
menarik kesimpulan kausal, tetapi ditempatkan
sebagai keterbatasan atau agenda penelitian lanjutan
(Creswell & Poth, 2018; Snyder, 2019).

Dengan prosedur tersebut, triangulasi berfungsi
bukan hanya untuk meningkatkan kredibilitas hasil
penelitian, tetapi juga untuk menguji konsistensi
bukti, menemukan kesenjangan penelitian, dan
mengidentifikasi hubungan antardimensi. Hasil
sintesis selanjutnya digunakan untuk merumuskan
model yang mengintegrasikan tata kelola,
transformasi  digital, inovasi pemberdayaan
produktif, dan kolaborasi multipihak sebagai
mekanisme penguatan kontribusi ZISWAF terhadap
kesejahteraan masyarakat Indonesia.

4. Hasil

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa
implementasi filantropi syariah di Indonesia telah
berkembang dari pendekatan karitatif menuju model
pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif. Dana
zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) tidak
lagi hanya disalurkan dalam bentuk bantuan
konsumtif, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal
usaha, pembiayaan UMKM, pelatihan
kewirausahaan, pengembangan sektor pertanian,
pendidikan, dan layanan kesehatan. Pergeseran
tersebut memperlihatkan bahwa filantropi syariah
semakin berperan sebagai instrumen pembangunan
ekonomi yang mampu meningkatkan kemandirian
mustahik sekaligus memperkuat kesejahteraan
masyarakat secara berkelanjutan (BWI & DEKS BI,
2024; Fauzi et al., 2026; Indrastomo et al., 2023;
Sahri & Paramita, 2020).

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa
implementasi program pemberdayaan berbasis

ZISWAF memberikan dampak positif terhadap
peningkatan pendapatan rumah tangga, penciptaan
lapangan kerja, serta penguatan ketahanan sosial
masyarakat. Program zakat produktif dan wakaf
produktif terbukti lebih efektif dibandingkan pola
distribusi konsumtif karena mampu meningkatkan
kapasitas ekonomi penerima manfaat dalam jangka
panjang. Temuan ini menegaskan bahwa filantropi
syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen
bantuan sosial, tetapi juga sebagai strategi
pembangunan ekonomi yang inklusif (Faizah et al.,
2025; Resky et al., 2025; Ridho et al., 2025).

Meskipun demikian, efektivitas implementasi
filantropi syariah masih menghadapi berbagai
kendala. Rendahnya literasi masyarakat mengenai
zakat produktif dan wakaf uang, terbatasnya
kapasitas amil dan nazir, lemahnya koordinasi
antarlembaga, serta belum optimalnya inovasi
program menyebabkan pemanfaatan dana ZISWAF
belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan
pembangunan ekonomi masyarakat. Kondisi
tersebut  menunjukkan  bahwa  peningkatan
kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung
pada besarnya penghimpunan dana, tetapi juga pada
kualitas pengelolaan dan strategi pendayagunaannya
(Entaresmen et al., 2026; Mayasari et al., 2023;
Ruhmah et al., 2026).
Tata Kelola Kelembagaan sebagai Faktor
Penentu Efektivitas Filantropi Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola
kelembagaan  merupakan determinan  utama
keberhasilan implementasi filantropi syariah.
Lembaga yang menerapkan prinsip transparansi,
akuntabilitas, profesionalisme, independensi, dan
kepatuhan syariah memiliki tingkat kepercayaan
publik yang lebih tinggi sehingga mampu
meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan
dana ZISWAF secara lebih efektif. Sebaliknya,
lemahnya tata kelola berpotensi menurunkan
legitimasi lembaga dan menghambat keberhasilan
program pemberdayaan masyarakat (Mayasari et al.,
2023; Mohd Hanefah et al., 2020; Widanti, 2022).

Peningkatan kualitas tata kelola juga berkaitan
erat dengan efektivitas pengawasan, audit syariah,
dan sistem pelaporan yang akuntabel. Penelitian
menunjukkan bahwa lembaga filantropi yang
menerapkan standar tata kelola secara konsisten
memiliki kemampuan lebih baik dalam menjaga
keberlanjutan ~ program  serta = memperkuat
kepercayaan muzaki dan wakif. Oleh karena itu,
reformasi kelembagaan perlu diarahkan pada
peningkatan kompetensi sumber daya manusia,
penguatan sistem pengendalian internal, dan
harmonisasi regulasi agar pengelolaan ZISWAF
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semakin profesional (Maharudin, 2025; Mohd
Hanefah et al., 2020; Ruhmah et al., 2026).

Temuan tersebut sejalan dengan teori good
governance yang menempatkan transparansi,
akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi sebagai
fondasi utama organisasi publik. Dalam konteks
filantropi syariah, penerapan prinsip-prinsip tersebut
terbukti meningkatkan efisiensi organisasi sekaligus
memperbesar dampak sosial program pemberdayaan
masyarakat. Dengan demikian, tata kelola yang baik
merupakan prasyarat utama bagi optimalisasi
filantropi syariah dalam mendukung kesejahteraan
masyarakat (Maharudin, 2025; Mayasari et al., 2023;
Widanti, 2022).

Transformasi  Digital dalam  Penguatan
Filantropi Syariah

Hasil penelitian memperlihatkan  bahwa
transformasi digital telah menjadi faktor penting
dalam modernisasi pengelolaan filantropi syariah.
Pemanfaatan financial technology (fintech), mobile
banking, dompet digital, crowdfunding, dan media
sosial  meningkatkan = kemudahan transaksi,
memperluas  jangkauan penghimpunan dana,
mempercepat penyaluran bantuan, serta memperkuat
transparansi  pelaporan  kepada  masyarakat.
Digitalisasi juga mendorong peningkatan partisipasi
generasi muda dalam aktivitas filantropi sehingga
memperluas basis donor secara signifikan (Hartono
& Babangida, 2026; Ridho et al., 2025; Saba et al.,
2019).

Namun  demikian, berbagai  penelitian
menunjukkan bahwa transformasi digital belum
sepenuhnya diikuti oleh kesiapan kelembagaan.
Rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan
infrastruktur teknologi, keamanan siber,
perlindungan  data  pribadi, serta  belum
terintegrasinya sistem informasi antarlembaga masih
menjadi tantangan utama dalam pengembangan
filantropi digital. Oleh karena itu, digitalisasi perlu
diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia dan penguatan tata kelola agar manfaat
teknologi dapat dioptimalkan secara berkelanjutan
(Hartono & Babangida, 2026; Ridho et al., 2025)

Temuan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi
bukan sekadar perubahan media transaksi, tetapi
merupakan transformasi tata kelola organisasi.
Teknologi digital memungkinkan proses
penghimpunan dan pendistribusian dana
berlangsung lebih cepat, efisien, dan akuntabel,
tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas
manajemen  organisasi.  Dengan  demikian,
digitalisasi dan tata kelola merupakan dua dimensi
yang saling melengkapi dalam meningkatkan
efektivitas implementasi filantropi syariah (Hartono
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& Babangida, 2026; Ridho et al., 2025; Ruhmah et
al., 2026).
Kolaborasi Multipihak dan Inovasi Program
Produktif

Sintesis  literatur ~ menunjukkan  bahwa
keberhasilan implementasi filantropi syariah sangat
dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah,
BAZNAS, LAZ, Badan Wakaf Indonesia, lembaga
keuangan syariah, akademisi, dunia usaha, dan
organisasi masyarakat. Sinergi tersebut
memungkinkan integrasi data, pertukaran sumber
daya, pengembangan inovasi, serta peningkatan
efektivitas program pemberdayaan masyarakat.
Kolaborasi antarpemangku kepentingan juga
memperkuat  keberlanjutan  program  melalui
pembagian peran yang lebih jelas dan koordinasi
yang lebih baik (Freeman et al., 2010; Mahajan et al.,
2023; Mainardes et al., 2011).

Selain kolaborasi, inovasi program produktif
menjadi faktor yang membedakan filantropi syariah
modern dengan pendekatan tradisional. Berbagai
lembaga  mulai  mengembangkan  program
pembiayaan mikro syariah, inkubasi UMKM,
pelatihan kewirausahaan, pengembangan pertanian
produktif, beasiswa pendidikan, dan layanan
kesehatan berbasis dana ZISWAF. Pendekatan
tersebut terbukti meningkatkan kapasitas ekonomi
masyarakat sekaligus memperluas dampak sosial
filantropi syariah dalam jangka panjang (Faizah et
al., 2025; Fauzi et al., 2026; Sahri & Paramita, 2020).

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa
keberhasilan inovasi sangat dipengaruhi oleh
kemampuan lembaga dalam memahami kebutuhan
masyarakat serta membangun kemitraan strategis.
Semakin tinggi tingkat kolaborasi dan inovasi
kelembagaan, semakin besar pula peluang filantropi
syariah untuk memberikan dampak nyata terhadap
pengurangan  kemiskinan  dan  peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Temuan ini memperkuat
relevansi Stakeholder Theory yang menempatkan
kolaborasi  sebagai  faktor penting dalam
meningkatkan kinerja organisasi sosial (Mahajan et
al., 2023; Mainardes et al., 2011).

Model Integratif Implementasi Filantropi
Syariah

Berdasarkan sintesis seluruh temuan, penelitian
ini merumuskan Model Integratif Implementasi
Filantropi Syariah yang menghubungkan empat
dimensi utama, yaitu tata kelola kelembagaan,
transformasi digital, inovasi program produktif, dan
kolaborasi multipihak sebagai faktor yang saling
memperkuat dalam meningkatkan efektivitas
pengelolaan ZISWAF. Integrasi keempat dimensi
tersebut menghasilkan sistem filantropi syariah yang

TIJARAH: Jurnal Ekonomi Syariah



30 | TIWARAH, Vol. 5, No. 2, Juli 2026

lebih  transparan, adaptif, profesional, dan
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
sehingga mampu memperkuat kesejahteraan sosial
secara berkelanjutan (Fauzi et al., 2026; Ridho et al.,
2025; Ruhmah et al., 2026).

Model konseptual ini melengkapi penelitian
sebelumnya yang umumnya hanya membahas tata
kelola, digitalisasi, atau pemberdayaan ekonomi
secara terpisah. Penelitian ini menunjukkan bahwa
keberhasilan filantropi syariah merupakan hasil
interaksi berbagai faktor kelembagaan dan teknologi
yang bekerja secara simultan. Dengan demikian,
penguatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup
dilakukan melalui peningkatan penghimpunan dana
semata, tetapi memerlukan tata kelola yang baik,
transformasi digital yang berkelanjutan, inovasi
program produktif, serta kolaborasi multipihak yang
kuat. Temuan ini memperkaya pengembangan teori
keuangan sosial Islam sekaligus memberikan dasar
konseptual bagi penyusunan kebijakan filantropi
syariah yang lebih efektif di Indonesia (Entaresmen
et al., 2026; Faizah et al.,, 2025; Hartono &
Babangida, 2026)

5. Diskusi

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa
filantropi syariah telah berkembang dari pendekatan
karitatif menuju pendekatan pemberdayaan yang
berorientasi  pada  pembangunan  ekonomi
berkelanjutan. Pergeseran tersebut menunjukkan
bahwa zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF)
tidak lagi diposisikan sebagai instrumen bantuan
sosial semata, pun juga menjadi mekanisme
redistribusi kekayaan yang mampu meningkatkan
produktivitas ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan
memperkuat kesejahteraan masyarakat. Temuan ini
memperkuat teori maqasid al-syarTah yang
menempatkan kemaslahatan (maslahah) sebagai
tujuan utama pengelolaan keuangan sosial Islam,
sekaligus  sejalan  dengan penelitian  yang
menunjukkan bahwa filantropi syariah berkontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat (Dusuki &
Abdullah, 2024; Faizah et al., 2025; Fauzi et al.,
2026).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas
tata kelola kelembagaan merupakan faktor yang
paling menentukan keberhasilan implementasi
filantropi syariah. Transparansi, akuntabilitas,
profesionalisme, kepatuhan syariah, serta sistem
pengawasan yang efektif terbukti meningkatkan
kepercayaan masyarakat sehingga berdampak pada
peningkatan  penghimpunan dan  efektivitas
pendayagunaan dana ZISWAF. Temuan ini

konsisten dengan teori good governance yang
menyatakan bahwa organisasi dengan tata kelola
yang baik akan memiliki legitimasi, efisiensi, dan
kinerja yang lebih tinggi dibandingkan organisasi
yang belum menerapkan prinsip-prinsip tata kelola
secara optimal (Mayasari et al., 2023; Mohd
Hanefah et al., 2020; Widanti, 2022).

Transformasi digital menjadi temuan penting
lainnya dalam penelitian ini. Pemanfaatan financial
technology (fintech), mobile banking,
crowdfunding, dan platform digital terbukti
meningkatkan  efisiensi penghimpunan dana,
mempercepat distribusi bantuan, serta memperkuat
transparansi layanan filantropi syariah. Namun,
penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi
belum mampu memberikan dampak optimal bila
tidak diikuti oleh peningkatan literasi digital,
keamanan siber, integrasi sistem informasi, dan
kapasitas sumber daya manusia. Dengan kata lain,
digitalisasi harus dipandang sebagai bagian dari
reformasi tata kelola kelembagaan, bukan sekadar
inovasi teknologi (Hartono & Babangida, 2026;
Ridho et al., 2025; Ruhmah et al., 2026).

Temuan penelitian ini selanjutnya menegaskan
pentingnya multipihak dalam
membangun ekosistem filantropi syariah yang
berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, BAZNAS,
LAZ, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan
syariah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat
memungkinkan terciptanya integrasi program,
penguatan kapasitas kelembagaan, serta inovasi

kolaborasi

pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif. Hasil ini
memperkuat Stakeholder Theory yang menjelaskan
bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya
ditentukan oleh kemampuan internal, tetapi juga
oleh kualitas hubungan dan kolaborasi dengan
seluruh pemangku kepentingan (Freeman et al.,
2010; Mahajan et al., 2023; Mainardes et al., 2011).

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini
memperluas literatur filantropi syariah dengan
menawarkan model implementasi yang
mengintegrasikan  tata  kelola  kelembagaan,
transformasi digital, inovasi program produktif, dan
kolaborasi multipihak dalam satu kerangka
konseptual. Model ini melengkapi penelitian
sebelumnya yang umumnya masih mengkaji setiap
dimensi secara terpisah sehingga memberikan
perspektif yang lebih komprehensif mengenai
faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas
ZISWAF dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat
menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga
filantropi syariah untuk menyusun kebijakan yang
lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada
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pemberdayaan ekonomi berkelanjutan (Entaresmen
et al., 2026; Faizah et al., 2025; Ridho et al., 2025).

6. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa
implementasi filantropi syariah melalui optimalisasi
zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF)
merupakan instrumen strategis dalam memperkuat
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Efektivitasnya
tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang
dihimpun, pun juga oleh kemampuan lembaga dalam
mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan
dana secara produktif untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat, memperkuat usaha mikro,
memperluas akses pendidikan dan kesehatan, dan
membangun ketahanan sosial yang berkelanjutan.
Kesemuanya itu ditopang oleh sinergi empat faktor,
sebut saja tata kelola kelembagaan yang transparan
dan akuntabel, transformasi digital yang adaptif,
inovasi pemberdayaan ekonomi produktif, dan
kolaborasi antar pemangku kepentingan. Integrasi
keempat faktor tersebut menjadi dasar model
implementasi filantropi syariah yang selaras dengan
prinsip maqasid al-syari‘ah dan tujuan pembangunan
berkelanjutan  (SDGs), sekaligus memperkuat
kontribusi  keuangan sosial Islam terhadap
pemerataan kesejahteraan (Faizah et al., 2025; Fauzi
et al., 2026; Hartono & Babangida, 2026; Ridho et
al., 2025; Ruhmah et al., 2026).

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa
penguatan ekosistem filantropi syariah juga
memerlukan pengembangan sumber daya manusia
yang kompeten, profesional, inovatif, dan
berintegritas. Karena itu, konsep filantropi syariah
perlu diintegrasikan secara sistematis dalam
kurikulum ekonomi syariah, manajemen zakat dan
wakaf, serta pendidikan Islam melalui penguatan
kompetensi tata kelola, kepemimpinan,
kewirausahaan  sosial, literasi digital, dan
pengelolaan program pemberdayaan berbasis
ZISWAF. Integrasi antara pemahaman nilai
keadilan, amanah, dan kemaslahatan dengan
keterampilan praktis diharapkan dapat memperkuat
kapasitas lembaga pendidikan sekaligus membentuk
sumber daya manusia yang mampu mengembangkan
filantropi  syariah secara berkelanjutan dan
berdampak  bagi  kesejahteraan  masyarakat
(Mayasari et al., 2023; Mahajan et al., 2023; Ridho
et al., 2025).
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